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BAB IV 
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
4.1 Sejarah Kota Pekanbaru 
Nama kota pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang 
saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku disebut batin. Daerah ini terus 
berkembang menjadi kawasan permukiman baru dan seiring waktu berubah 
menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara sungai siak. Pada tanggal 9 
April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor 
dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang 
lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis 
barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat 
itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting. 
Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan 
menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke 
Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung 
Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi 
perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman 
untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan 
kayu dan hasil hutan lainnya. 
Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan 
penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi 
Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi 







Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute 
Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah 
yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting. 
Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. 
Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, 
beliau  membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut 
terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif 
membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian 
usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya  Raja Muda Muhammad Ali 
yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi 
pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang. 
Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan 
yang kemudian lebih popular disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 
Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan 
Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya 
yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. 
Sejak ditinggal oleh Sultan  Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, 
penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat 
Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan 
Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk 
Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan 






4.2 Visi Misi Kota Pekanbaru 
a. Visi kota pekanbaru 
“Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani”. 
b. Misi kota pekanbaru 
Pertama: Meningkatkan   kualitas  Sumber  Daya Manusia (SDM) 
yang memiliki kompetensi  tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta 
mampu bersaing di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 
Kedua : Meningkatkan   kualitas  Sumber  Daya Manusia (SDM) 
melalui peningkatan kemampuan/ keterampilan tenaga kerja, pembangunan 
kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera. 
Ketiga : Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat 
dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan 
taqwa, berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup 
dalam rukun dan damai. 
Keempat:  Meningkatkan    infrastruktur     daerah    baik  prasarana 
jalan, air bersih, enegeri listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan 
kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata 
serta daerah pinggiran kota. 
Kelima  :  Mewujudkan    penataan    ruang dan pemanfaatan lahan 
yang efektif dan  pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan 
pembangunan yang berkelanjutan. 
Keenam: Meningkatkan   perekonomian daerah dan masyarakat 





pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai 
dan iklim usaha yang kondusif.  
 
4.3 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota 
Pekanbaru 
 
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)merupakan gabungan 
dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekanbaru dan bidang kebersihan dari 
Dinas Kebersihan dan pertamanan(DKP) Kota Pekanbaru. Sebelum Dinas 
Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) bergabung, awalnya Badan 
Lingkungan Hidup itu namanya BAPEDALDA (badan pengendalian dampak 
lingkungan daerah) yang pada saat itubagian lingkungan hidup berada di 
seketariat daerah kota pekanbaru. Setelah itu BAPEDALDA (badan pengendalian 
dampak lingkungan daerah) berubah nama menjadi Badan Lingkungan 
Hidup(BLH) dan membentuk kantor sendiri yang terletak di Jl. Pepaya.Dinas 
Kebersihan dan Pertamananuntuk bagian kebersihannyabergabung dengan 
BadanLingkungan Hidup dan untuk bagian pertamanan berada dibawah Dinas PU 
Kota Pekanbaru. Maka dengan bergabungnya Badan Lingkungan Hidup dan 
Dinas Kebersihan terbentuklahDinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan(DLHK). 
Setelah jadi DLHK  yang dari dinas kebersihan bidangnya hanya pengelolaan 
sampah bukan lagi bidang kebersihan. DLHK berdiri berdasarkan perda kota 








4.4 Visi dan Misi Kantor 
a. Badan lingkungan hidup kota pekanbaru 
Mengacu pada misi 4 walikota pekanbaru periode 2012-2017, 
“mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan pelestarian 
lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan”, maka 
Badan lingkungan hidup kota pekanbaru merumuskan Visi sebagai berikut: 
“Terwujudnya kota pekanbaru yang hijau dan berwawasan lingkungan” 
Visi tersebut merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan 
yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Badan lingkungan hidup 
kota pekanbaru. 
Misi badan lingkungan hidup dan kota pekanbaru adalah sebagai berikut: 
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam 
mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
2. Mengoptimalkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan 
hidup guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan. 
3. Mengoptimalkan pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan 
hidup, meningkatkan konservasi serta pelestarian keanekaragaman hayati. 
4. Melaksanakan pembinaan, pemberdayaan masyarakat serta penegakan 
hukum dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
a. Dinas kebersihan dan pertamanan kota pekanbaru 






“Terwujudnya kota pekanbaru sebagai kota terbersih, hijau, dan 
gemerlap menuju kota metropolitan yang madani” 
Misi dinas kebersihan dan pertamanan kota pekanbaru adalah sebagai 
berikut: 
1. Menjadikan kota pekanbaru sebagai kota terbersih. 
2. Menjadikan kota pekanbaru sebagia kota hijau. 
3. Kota pekanbaru sebagai kota yang indah. 
4. Kota pekanbaru sebagai kota gemerlap. 
5. Kota pekanbaru sebagai kota madani. 
6. Kota pekanbaru sebagi kota metropolitan. 
4.5  Susunan Organisasi Dan Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Dan 
Kebersihan Kota Pekanbaru 
 
a.  Susunan organisasi 
Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  Kota 
Pekanbaru terdiri dari : 
1. Kepala dinas 
2. Sekretaris, membawahi : 
a. Sub Bagian Umum; 
b. Sub Bagian Keuangan; 
c. Sub Bagian Program. 
3. Bidang Tata Lingkungan, membawahi : 
a. Seksi inventarisasi dan perencanaan lingkungan; 
b. Seksi kajian dan evaluasi dampak lingkungan; 





4. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahi : 
a. Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah; 
b. Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah; 
c. Seksi Sarana dan Prasarana. 
5. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah 
Bahan Berbahaya dan Beracun, membawahi : 
a. Seksi Pemantauan Lingkungan; 
b. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan; 
c. Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah 
Bahan Berbahaya dan Beracun. 
6. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, 
membawahi : 
a. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; 
b. Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi 
Lingkungan; 
c. Seksi Retribusi dan Penagihan. 
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT); 
8. Kelompok Jabatan Fungsional. 
b.  Tugas pokok dan fungsi 
1. Kepala dinas  
Tugas: Membantu Walikota dalam melaksanakan urusanpemerintahan di 
bidang lingkungan hidup, kebersihan dan sub urusan kehutanan serta  






a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan; 
b. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup 
dan kebersihan; 
c. Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Lingkungan 
Hidup dan Kebersihan; 
d. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian 
bimbingan dan penyuluhan bidang lingkungan hidup dan kebersihan; 
e. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang 
lingkungan hidup dan kebersihan;  
f. Pelaksanaan urusan bidang kehutanan sub urusan konservasi  sumber 
daya alam hayati dan ekosistemnya; 
g. Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya; 
h. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup dinas; 
i. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang 
lingkungan hidup dan kebersihan; 
j. Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kebersihan; 
k. Pengelolaan keuangan dinas; 
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 






Tugas: Merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan 
program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
Fungsi : 
a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran dinas 
lingkungan hidup dan kebersihan kota pekanbaru; 
b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pengkoordinasian pelaksanaan 
program reformasi birokrasi; 
c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, 
pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta 
penyusunan program; 
d. Penyelenggaraan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta 
keprotokolan;  
e. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi 
setiap bidang sebagai pertanggungjawaban;  
f. Pengkoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban 
dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta 
perlengkapan gedung kantor; 
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
Sekretariat terdiri dari sub bagian umum, sub bagian keuangan, sub 
bagian program. Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian 





a. Sub Bagian Umum 
Tugas: Merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan 
program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Fungsi: 
a) Penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha, rumah 
tangga serta kearsipan; 
b) Pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan 
perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan 
informasi sub bagian umum; 
c) Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait 
sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat; 
d) Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, 
upacara-upacara dan rapat-rapat dinas; 
e) Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas;  
f) Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi 
perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, 
penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan 
serta pemeliharaan barang milik daerah (bmd); 
g) Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan 






h) Perumusan dan pelaksanaan pengolahan data pegawai, formasi 
pegawai, mutasi pegawai, penyusunan daftar urut kepangkatan (duk) 
dan registrasi asn serta pengarsipan penilaian prestasi kerja asn di 
lingkungan dinas; 
i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
b. Sub Bagian Keuangan 
Tugas: Merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian 
Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Fungsi : 
a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan 
dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 
b) Pelaksanaan verifikasi serta penelitian kelengkapan surat permintaan 
pembayaran (spp); 
c) Pelaksanaan penyiapan surat perintah membayar (spm); 
d) Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan; 
e) Pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara 
penerimaan dan bendahara pengeluaran; 
f) Penyiapan dan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan 
keuangan dinas; 
g) Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan 





h) Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan 
barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; 
i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
c. Sub Bagian Program  
Tugas: Merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian 
Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Fungsi : 
a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta 
perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana 
Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan 
Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan,  laporan 
tahunan dan laporan evaluasi kinerja; 
b) Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan 
sarana dan prasarana; 
c) Perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan; 
d) Perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis yang 
berhubungan dengan penyusunan program; 
e) Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa; 
f) Pelaksanaan fasilitasi dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat, 
temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya; 
g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 





3. Bidang Tata Lingkungan 
Tugas: Membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub 
urusan tata lingkungan. 
Fungsi:  
a. Pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam; 
b. Pelaksanaan penyusunan, pemantauan, evaluasi dan  sinkronisasi 
pemuatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
(rpplh) tingkat kota dalam rencana pembangunan jangka panjang (rpjp) 
dan rencana pembangunan jangka menengah (rpjm) kota; 
c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya 
dukung dan daya tampung lingkungan; 
d. Pelaksanaan sinkronisasi rpplh tingkat kota berdasarkan rpplh provinsi 
dan ekoregion; 
e. Pelaksanaan penyusunan, pengesahan, pemantauan dan evaluasi kajian 
lingkungan hidup strategis; 
f. Pelaksanaan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup, neraca 
sumber daya alam dan lingkungan hidup, status lingkungan hidup daerah 
dan indeks kualitas lingkungan hidup; 
g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran 
dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 
h. Pelaksanaan penilaian, pemeriksaan dan evaluasi dokumen lingkungan 
hidup dan penyelenggaraan kesekretariatan komisi penilai amdal; 





j. Perumusan pelaksanaan konservasi dan pencadangan sumber daya alam, 
upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan inventarisasi gas rumah 
kaca (grk); 
k. Pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 
melalui pengelolaan taman hutan raya (tahura) dalam satu daerah kota; 
l. Perumusan bahan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan, 
pemanfaatan berkelanjutan dan koordinasi penyelesaian konflik dalam 
pemanfaatan dan konservasi keanekaragaman hayati;  
m. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database 
keanekaragaman hayati; 
n. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan 
lingkungan; 
o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
 Bidang Tata Lingkungan terdiri dari Seksi Inventarisasi dan Perencanaan 
Lingkungan,Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan, Seksi 
Konservasi, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan. Masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan. 
1. Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan 
Tugas: Membantu Kepala Bidang Tata Lingkungan dalammelaksanakan 







a) Perencanaan dan pelaksanaan inventarisasi data dan informasi 
sumberdaya alam; 
b) Penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup (rpplh) tingkat kota; 
c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rpplh; 
d) Pelaksanaan inventarisasi, pengkajian dan perencanaan penentuan daya 
dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 
e) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup, meliputi produk 
domestik bruto (pdb) dan produk domestik regional bruto (pdrb) hijau, 
mekanisme insentif disinsentif dan pendanaan lingkungan hidup; 
f) Penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup; 
g) Penyusunan status lingkungan hidup daerah; 
h) Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup; 
i) Pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang rpplh; 
j) Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (klhs) tingkat kota; 
k) Pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan klhs 
serta pembinaan penyelenggaraan klhs; 
l) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi klhs; 
m) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 







2. Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan 
Tugas: Membantu Kepala Bidang Tata Lingkungan dalam melaksanakan 
sub urusan kajian dan evaluasi dampak lingkungan. 
Fungsi:  
a) Penyusunan bahan kebijakan dan pengembangan pedoman instrumen 
pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (dokumen 
lingkungan hidup, izin lingkungan, audit lingkungan hidup dan  analisis 
resiko lingkungan hidup); 
b) Penilaian, pemeriksaan dan evaluasi dokumen lingkungan hidup; 
c) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan 
(komisi penilai, tim pakar dan konsultan); 
d) Penyusunan konsep materi surat keputusan kelayakan lingkungan, 
rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan 
lingkungan hidup (ukl-upl) dan pelaksanaan proses izin lingkungan; 
e) Pelaksanaan fasilitasi, konsultasi dan bimbingan teknis   penyusunan 
dokumen lingkungan hidup, pelaksanaan izin lingkungan, audit 
lingkungan hidup dan  analisis resiko lingkungan hidup; 
f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
3. Seksi Konservasi, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan 
Tugas: Membantu Kepala Bidang Tata Lingkungan dalam melaksanakan 







a) Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari 
sumber daya alam; 
b) Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola 
dalam jangka waktu tertentu; 
c) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, perlindungan 
lapisan ozon dan perlindungan terhadap hujan asam; 
d) Pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca (grk) dan penyusunan profil 
emisi grk; 
e) Pelaksanaan pengelolaan taman hutan raya (tahura) dalam satu daerah 
kota; 
f) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati; 
g) Penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan 
berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati; 
h) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman 
hayati; 
i) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;  
j) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database 
keanekaragaman hayati; 
k) Penyusunan bahan kebijakan penentuan kriteria baku kerusakan 
lingkungan; 
l) Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan 





m) Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan 
kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau 
lahan; 
n) Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan 
kerusakan gambut; 
o) Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan 
kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim; 
p) Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan 
kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan non mineral; 
q) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
4. Bidang Pengelolaan Sampah 
Tugas: Membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub 
urusan pengelolaan sampah. 
Fungsi: 
a. Perumusan kebijakan dan penyusunan informasi pengelolaan sampah 
tingkat kota; 
b. Perumusan dan penetapan target pengurangan sampah; 
c. Perumusan kebijakan pengurangan dan pemanfaatan sampah; 
d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah, penggunaan bahan baku 
produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam,  
pendaurulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah dari produk 





e. Perumusan kebijakan penanganan dan pemrosesan akhir sampah tingkat 
kota; 
f. Pelaksanaan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan 
pemrosesan akhir sampah; 
g. Pelaksanaan penetapan lokasi tempat penampungan sementara (tps), 
tempat pengolahan sampah terpadu (tpst) dan tempat pembuangan akhir 
(tpa) sampah; 
h. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem 
pembuangan open dumping; 
i. Perumusan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah; 
j. Perumusan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan 
akhir sampah; 
k. Pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan 
dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan 
pengelolaan sampah; 
l. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah; 
m. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan perizinan pengolahan 
sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang 
diselenggarakan oleh swasta; 
n. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 






o. Pelaksanaan perencanaan, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas 
pendaurulangan sampah dan sarana prasarana penanganan sampah; 
p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
 Bidang Pengelolaan Sampah terdiri dariSeksi Pengurangan dan 
Pemanfaatan Sampah, Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah, 
Seksi Sarana dan Prasarana.Setiap Seksi sebagaimana masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah. 
a. Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah 
Tugas: Membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dalam 
melaksanakan sub urusan pengurangan dan pemanfaatan sampah. 
Fungsi:  
a) Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota; 
b) Perencanaan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis 
sampah untuk setiap kurun waktu tertentu; 
c) Penyusunan konsep kebijakan pengurangan sampah; 
d) Pelaksanaan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada 
produsen/industri dan usaha/kegiatan; 
e) Pelaksanaan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan 
yang mampu diurai oleh proses alam; 





g) Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan 
kemasan produk; 
h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
b. Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah 
Tugas: Membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dalam 
melaksanakan sub urusan penanganan dan pemrosesan akhir sampah. 
Fungsi: 
a) Penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan penanganan dan 
pemrosesan akhir sampah tingkat kota; 
b) Perencanaan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan 
akhir sampah; 
c) Perencanaan dan pelaksanaan kajian penetapan lokasi tempat 
penampungan sementara (tps), tempat pengolahan sampah terpadu (tpst) 
dan tempat pembuangan akhir (tpa) sampah; 
d) Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem 
pembuangan open dumping; 
e) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah; 
f) Perencanaan konsep pelaksanaan pemberian kompensasi dampak negatif 
kegiatan pemrosesan akhir sampah; 
g) Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan 






h) Perencanaan konsep pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan 
sampah; 
i) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perizinan pengolahan sampah, 
pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang 
diselenggarakan oleh swasta; 
j) Penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan 
pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak 
lain (badan usaha); 
k) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
c. Seksi Sarana dan Prasarana 
Tugas: Membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dalam 
melaksanakan sub urusan sarana dan prasarana. 
Fungsi : 
a) Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah; 
b) Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah; 
c) Pemeliharaan sarana dan prasarana; 
d) Penyiapan barang-barang yang diperlukan dalam menunjang pekerjaan 
operasional kebersihan; 
e) Penyusunan, pencatatan daftar dan penataan barang-barang atau peralatan 
kebersihan yang akan disimpan di gudang; 
f) Penerimaan dan penyimpanan sarana dan prasarana; 





h) Perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan 
mesin dan perawatan teknis operasional termasuk mobil dan alat-alat 
berat/besar lainnya; 
i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
5. Bidang Pengendalian PencemaranLingkungan dan Pengelolaan Limbah 
Bahan Berbahaya dan Beracun   
Tugas: Membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalammelaksanakansub 
urusan pengendalianpencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah 
bahan berbahaya dan beracun.  
Fungsi: 
a. Perumusan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Bidang 
Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun. 
b. Pelaksanaan koordinasi pengendalian pencemaran lingkungan dan 
pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya 
dan beracun dengan instansi terkait. 
c. Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara dan tanah). 
d. Pelaksanaan penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan 
(laboratorium lingkungan). 
e. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran 





f. Pelaksanaan sosialisasi baku mutu lingkungan (air, udara dan tanah) dan 
baku mutu sumber pencemar. 
g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian 
peringatan akan pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat. 
h. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan terhadap 
sumber pencemar institusi dan non institusi. 
i. Perumusan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan perizinan 
penyimpanan sementara, pengumpulan dan pengangkutan  bahan 
berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam 
satu daerah kota. 
j. Pelaksanaan perizinan pengangkutan  limbah bahan berbahaya dan 
beracun menggunakan  alat angkut roda 3 (tiga), penimbunan limbah 
bahan berbahaya dan beracun dan penguburan  limbah bahan berbahaya 
dan beracun medis yang dilakukan dalam satu daerah kota. 
k. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara, 
pengumpulan dan pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan dan 
penimbunan  bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya 
dan beracun dalam satu daerah kota. 
l. Pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian pencemaan air, udara dan 
tanah serta limbah bahan berbahaya dan beracun kepada usaha/kegiatan. 
m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 





 Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah 
Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri dariSeksi Pemantauan Lingkungan, 
Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Seksi Pengelolaan Bahan 
Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 
a. Seksi Pemantauan Lingkungan 
Tugas: Membantu Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan 
dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam 
melaksanakan sub urusan pemantauan lingkungan. 
Fungsi: 
a) Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan kualitas air. 
b) Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara. 
c) Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan kualitas tanah. 
d) Pelaksanaan sosialisasi baku mutu lingkungan (air, udara dan tanah). 
e) Penyiapan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium 
lingkungan). 
f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
b. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan  
Tugas: Membantu Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan 
dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam 







a) Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan 
pemulihan pencemaran sumber pencemar institusi dan non institusi. 
b) Pelaksanaan sosialisasi baku mutu sumber pencemar. 
c) Perencanaan dan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak 
dan pemberian peringatan akan pencemaran lingkungan hidup kepada 
masyarakat. 
d) Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber 
pencemar institusi dan non institusi. 
e) Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber 
pencemar institusi dan non institusi. 
f) Pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian pencemaran air, udara dan 
tanah kepada usaha/kegiatan. 
g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
c. Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan LimbahBahan 
Berbahaya dan Beracun 
Tugas: Membantu Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan 
dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam 
melaksanakan sub urusan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan 







a) Perumusan penyusunan kebijakan perizinan (pengajuan, perpanjangan, 
perubahan dan pencabutan) penyimpanan sementara, pengumpulan dan 
pengangkutan  bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan 
berbahaya dan beracun dalam satu daerah kota. 
b) Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara dan pengumpul limbah 
bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kota. 
c) Pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara bahan berbahaya 
dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah 
kota. 
d) Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan 
beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang dilakukan dalam 
satu daerah kota. 
e) Pelaksanaan perizinan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun 
yang dilakukan dalam satu daerah kota. 
f) Pelaksanaan perizinan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun 
medis. 
g) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, 
pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun. 
h) Pemberian bimbingan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan 
beracun kepada usaha/kegiatan. 
i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 





6. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 
Tugas: Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan penaatan dan 
peningkatan kapasitas lingkungan hidup. 
Fungsi: 
a. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan pengaduan dan 
penyelesaian pengaduan masyarakat. 
b. Pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan 
maupun melalui pengadilan. 
c. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas 
usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup. 
d. Perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan 
atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup. 
e. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan 
hidup daerah. 
f. Perumusan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan 
hukum dan penyelenggaraan penegakan hukum lingkungan dan 
penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup. 
g. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengakuan keberadaan dan 
peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat (mha), kearifan lokal atau 





tradisional dan hak mha terkait dengan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup. 
h. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan 
hidup. 
i. Pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan 
penyuluhan lingkungan hidup. 
j. Pengembangan dan penyelenggaraan penilaian dan pemberian 
penghargaan lingkungan hidup. 
k. Pengembangan sistem informasi lingkungan dan komunikasi lingkungan. 
l. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa 
layanan pengelolaan sampah. 
m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
 Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan hidup terdiri 
dariSeksi Penegakan Hukum Lingkungan, Seksi Peningkatan Kapasitas, 
Informasi dan Komunikasi Lingkungan, dan Seksi Retribusi dan 
Penagihan.Setiap Seksimasing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.  
a. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan 
Tugas: Membantu Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas 







a) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan 
penyelesaian pengaduan masyarakat. 
b) Pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan 
yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup. 
c) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan. 
d) Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan. 
e) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak 
lanjut pengaduan. 
f) Pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar 
pengadilan maupun melalui pengadilan. 
g) Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan. 
h) Perencanaan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan 
masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
i) Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan 
atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan. 
j) Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi 






k) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas 
lingkungan hidup daerah. 
l) Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum. 
m) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup. 
n) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup. 
o) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu. 
p) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
b. Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi  Lingkungan 
Tugas: Membantu Kepala Bidang Penaataan dan Peningkatan Kapasitas 
Lingkungan Hidup dalam melaksanakan sub urusan peningkatan 
kapasitas, informasi dan komunikasi lingkungan. 
Fungsi : 
a) Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengakuan keberadaan masyarakat 
hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan 
lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat 
(MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
b) Pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan 
keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan 
tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak 





c) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau 
pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup. 
d) Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas, fasilitasi 
kerjasama, pendampingan dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau 
pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup. 
e) Pengembangan materi dan metode serta pelaksanaan pendidikan, pelatihan 
dan penyuluhan lingkungan hidup. 
f) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup. 
g) Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan 
hidup. 
h) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan dan penyiapan sarana dan prasarana 
pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup. 
i) Penyusunan kebijakan, pengembangan jenis penghargaan dan   
pelaksanaan penilaian dan  pemberian  penghargaan lingkungan hidup. 
j) Pembentukan tim penilai penghargaan lingkungan hidup yang kompeten.  
k) Pemberian dukungan program penghargaan lingkungan hidup tingkat 
provinsi dan nasional. 
l) Penyusunan konsep pengembangan kebijakan sistem informasi lingkungan 
hidup tingkat kota. 






n) Pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi lingkungan hidup baik 
melalui media cetak maupun media elektronik. 
o) Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan sistem informasi lingkungan 
hidup berbasis web. 
p) Perencanaan, penyiapan bahan dan penerbitan buletin/majalah informasi 
lingkungan. 
q) Pelaksanaan dan pengembangan hubungan kerja dan kemitraan di bidang 
lingkungan hidup dan kebersihan dengan instansi terkait, media cetak dan 
elektronik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga profesi, dunia 
usaha dan organisasi masyarakat dan lembaga lainnya. 
r) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
c. Seksi Retribusi dan Penagihan 
Tugas: Membantu Kepala Bidang Penaataan dan Peningkatan Kapasitas 
Lingkungan Hidup dalam melaksanakan sub urusan retribusi dan 
penagihan. 
Fungsi: 
a) Penyusunan konsep pengembangan kebijakan retribusi dan penagihan. 
b) Pelaksanaan inventarisasi potensi retribusi, perhitungan dan penetapan 
retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah. 
c) Penetapan penyediaan alat pungut yang sah, pengelolaan daftar wajib 
retribusi dan perencanaan peningkatan sumber pendapatan dari jasa 





d) Penetapan petugas pemungut retribusi, pelaksanaan dan evaluasi 
pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah. 
e) Penyusunan daftar pelanggan dan tunggakan dan pelaksanaan penagihan 
retribusi. 
f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 













































SEKSI PENANGANAN DAN 
PEMROSESAN AKHIR SMPAH 
 
 
SEKSI SARANA DAN 
PRASARANA 
 
BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN 
LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH 
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 













PENCEMARAN LINGKUNGAN  
 
SEKSI PENGELOLAAN BAHAN  
BERBAHAYA DAN BERACUN DAN LIMBAH 
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 
 
SEKSI PENEGAKAN HUKUM 
LINGKUNGAN 
SEKSI PENINGKATAN 
KAPASITAS, INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI LINGKUNGAN  
 




BIDANG TATA LINGKUNGAN  
 
SEKSI INVENTARISASI DAN 
PERENCANAAN LINGKUNGAN  
 
SEKSI KAJIAN DAN EVALUASI 
DAMPAK LINGKUNGAN  
SEKSI KONSERVASI, 
PERUBAHAN IKLIM DAN 
KERUSAKAN LINGKUNGAN  
Gambar 4.1  
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